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Batang ; Perangkat desa adalah salah satu profesi di Indonesia yang memiliki
tugas untuk membantu kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Keberadaan perangkat desa diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang desa yang memiliki masa jabatan hingga pensiun yakni berusia 60 tahun.

Beberapa waktu yang lalu perangkat desa yang tergabung dalam sebuah



organisasi perangkat desa mengadakan kegiatan silaturahmi nasional atau
silatnas ke Jakarta untuk menuntut kejelasan status mereka. Bahkan Ketua PPDI
( Persatuan Perangkat Desa Indonesia) kabupaten Batang Mengatakan Sudah
Menyampaikan  Paparan ke Dprd Kabupaten Batang Serta Dispermades Pada
Waktu Itu Kepala Dinas nya DR Agung Wisnu Barata Tapi Dianggap Angin Lalu
Saja Yo wes laaah Ujar Haji Karnoto 

Mereka meminta agar perangkat desa dimasukkan dalam bagian aparatur sipil
negara atau ASN serta diterbitkan nomor induk kepegawaian berskala nasional
untuk melindungi jabatan mereka.

Tuntutan tersebut muncul karena perangkat desa juga termasuk penyelenggara
pemerintahan serta mengelola anggaran dari negara di samping itu walaupun
kedudukan perangkat desa telah diatur dalam undang-undang.

Namun masih banyak oknum kepala desa yang melakukan pemberhentian
perangkat desa tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan. Padahal proses untuk menjadi perangkat desa tidaklah
mudah seperti apa yang di bayangkan bahkan di sinyalir ada dugaan lewat orang
dalam dengan membayar sampai puluhan juta 

Selama ini Karnoto selalu ketua PPDI kab  batang Sudah Mengamati Jika sudah
dilantik pasti mengajukan hutang ke BPD atau Bapera Pengajuan sekitar seratus
sampai seratus limapuluh jutaaan  otomatis gawene lemes plonga plongo geri
nglakoni tok nasib ra ujar beliau dalam bahasa Jawa medok kalipucang wetan
saat di hub via tlp setelah selesai pulang sholat Jum'at 

Hingga saat ini kedudukan perangkat desa masih belum menjadi bagian dari
ASN. Meskipun gaji yang diberikan sudah disetarakan dengan gaji pegawai
negeri sipil atau PNS golongan 2A.

Gaji yang didapatkan tersebut pun bisa jadi berbeda nominalnya antara satu
daerah dengan daerah yang UN lainnya begitu pula dengan pencairannya yang
selama ini masih sering terjadi keterlambatan hingga berbulan-bulan ujarnya 
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